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ABSTRAK 

 

Interdependensi antara kemajuan teknologi dengan kompleksitas kebutuhan 

hidupmasyarakat modern senyatanya membawa implikasi kepada hampir segala 

aspekkehidupan terutama kegiatan bisnis, khususnya industri perbankan. Hal 

demikianmenuntutindustriperbankanuntuksenantiasamelakukantransformasiberupa

integrasi sistem perbankan dengan cara konsolidasi bank dan 

penyelenggaraandigital banking. Selain itu, peningkatan transaksi digital 

senyatanya juga semakinmendorong penyelenggaraan digital banking. Namun 

demikian, peningkatan trendemikian saat ini justru dihadapkan pada penurunan 

perekonomian nasional 

sejakawaltahun2020denganadanyawabahpandemiCoronavirusDesase2019(COVI

D-19) yang berdampak pada industri perbankan Indonesia. Hal 

demikianyangkemudianmemberikaninisiatifbagipenulisuntukmenulistulisanini.Ad

apunpermasalahan yang akan dianalisa dan dielaborasi dalam penulisan ini, antara 

lainmeliputi:(1) 

Bagaimanapenyesuaianstrategibisnisterhadappenyelenggaraandigitalbankingdimas

apandemiCOVID-19diIndonesia?;dan 

(2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan digital 

banking?.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis – 

normatifdengan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Adapun 

spesifikasipenelitianinitergolongsebagaipenelitiandeskriptif–

analitisdenganmenggunakan data sekunder serta pengolahan dan analisis data 

berupa normatif –kualitatif. Hasil dari penelitian ini antara lain meliputi 2 (dua) 

hal. Pertama, 

yaituperwujudanagendapenyesuaianstrategibisnisbankdenganmengupayakankonso

lidasi bank kemudian diikuti dengan merealisasikan digital banking 

besertamitigasirisikoteknologiinformasinya.Perwujudandemikiandiupayakanmeng

acupadaketentuanperaturanperundang–

undangan.Kedua,yaituperwujudanperlindungan hukum penyelenggaraan digital 

banking mengacu pada UU ITE dandorongan pemberlakuan Rancangan Undang – 

Undang Perlindungan Data Pribadidan Rancangan Undang – Undang Keamanan 

dan Ketahanan Siber. Kombinasipemberlakuan ketiga peraturan perundang – 

undangan demikian diharapkan dapatmewujudkanperlindunganhukum 

digitalbankingyangholistik. 
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